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BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 20 TAHUN 2O2O

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O
KEPADA PEGAWAI NEGERI.SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUH+N YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian T\rnjangan Hari Raya Tahun 2O2O Kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianiur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tarnuirran Lembaran
Negara Republik Indongsia Nomor 55g7) sebagaimanatelah diubah beberapa kari terakhir d,engan unrrang-undang Nomor g Tahun 2015 tentani penetapan
Perubahan kedua atas Undang-undang Norior 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintah Daerah (I_:embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

2.
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O2O tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2O2O Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prqjurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai
Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima pensiun atau
T\rnjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 132);

Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlI
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratural Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Anggarran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2Ol9 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2O2O KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urLlsanpernerinta.han yang menjadi kewenangan dairah olonom.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemirintahi.n Saerah, yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DpRO, aai
ditetapkan dengan Peratural Daerah.

5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan uatuk penerbitan surat perintah pencairan
dana atas Beban pengeluaran DpA perangkat Daerah.

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokurnen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban
APBD.
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B.

9.

Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat pNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

T\-rnjangan Hari Raya Tahun 2O2O di
diberikan kepada:

lingkungan Pemerintah Daerah

a. PNS;

b. Penerima gaji terusan dari PNS yang'meninggal dunia, tewas atau gugur;
c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan
d. Ca-lon PNS.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c
meliputi PNS dalam jabatan:

a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
b. pengawas atau jabatan yang setara jabatan pengawas;

c. fungsional ahli madya;

d. fungsional ahli muda;
e. fungsional ahli pertama;

f. fungsionalpenyelia;

g. fungsional mahir;
h. fungsional terampil;

i. fungsional pemula; dan
j. peiaksana.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tahun 2O2O di lingkungan Pemerintah Da.era.h tida"k
diberikan kepada : .

Bupati dan Wakil Bupati;
Ketua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rallyat Daerah;
PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalarn jabatan setara jabatan
pimpinan tinggi;

d. PNS dalam jabatan fungsion'al ahli utama atau dalam jabatan setara
jabatan fungsional ahti utama;

e. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

a.

b.

c.



f. PNS yang sedang ditugaskan
dalam maupun di luar negeri
penugasan.

di luar instansi pemerintah daerah baik di
yang gajinya dibayar oleh instansi tempat

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya.

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan
Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan
sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkut'an tetap diberikan selisih
kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasah6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi :

a. PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

b. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur
dan penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar
penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum
bulan Hari Raya;

c. calon PNS, paling banyak meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji
pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan
umum.

Pasal 7

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (i) tidak
termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, tunjangan bahaya,
tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan
khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan
bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan
tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan
bahaya serta tunjangan atau insentif yanA ditetapkan d,engan peraturanperundang-undangan dan penghasilan iainti ruar seb"g;i;;;a dimaksuddalam Pasal 6.

Pasal 8

Dalam hal PNS Daerah sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda
atau penerima Trrnjangan janda/duda maka diberikan T\rnjangan Hari Raya
sekaligus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun janda/duda atau
Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

, 
Pasal 9

(1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Penghasiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ditanggung pemerintah.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hai runjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.

BAB ry

TATA CAryI PEMBAYARAN

Pasal 1 1

Anggaran yang diperlukan untuk peiaksanaan T\rnjangan Hari Raya
Tahun 2o2o ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2O2O.

Pembayaran T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 12

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM
Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Cianjur selaku PPKD.

(2) SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 13

Mekanisme pengajuan dan penerbitan Spp,
Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai
perundang-undangan.

SPM, SP2D dan pembayaran
dengan ketentuan peraturan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 16 Tahun 2OL9 tentang Petunju! Teknis Pemberian T\:njangan Hari
Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketig6 Belas Bagi Pegawai Negeri sipil, pejabat
Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Cianj'ur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



6

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Mei 2O2O
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttl'-

HERMAN SUHERMAN

I-tiunslangkan di Cianjur
13 Mei 2O2O

&ffir&Effirlirs DAERAH, q

yr' ,{ - *. :,\,
#/ lqr;nffi t,rr, aJ L- ldl-", , ..:4s
' \,nau s6nANoI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2O2O NOMOR 20.


